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BUPATI PAKPAK BHARAT 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 

    NOMOR 2 TAHUN 2019  

TENTANG 

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAKPAK BHARAT, 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa menyatakan pembentukan lembaga 

kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa; 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat 

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa menyatakan pengalokasian ADD dan 

ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur 
dengan peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa menyatakan  
ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan 

peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati; 
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa 
menyatakan susunan organisasi dan tata kerja 

pemerintah desa dan perangkat desa ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, 
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pencabutan 4 (empat)  Peraturan Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat. 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten 
Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di 

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 6); 
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124). 
  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
dan  

BUPATI PAKPAK BHARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT. 
 

Pasal 1 

 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: 
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat 
Tahun 2006   Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat Nomor 11);  
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2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan 
Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak 

Bharat Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Nomor 12); 

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan 

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 33);  

4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2007 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 42);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pakpak Bharat. 
 

Ditetapkan di Salak 
pada tanggal 5 Maret 2019                   

       Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT, 
 

     ttd 

 
          ASREN NASUTION 

 
 
 

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 6 Maret 2019                        
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, 

 
     ttd 

 
SAHAT BANUREA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, PROVINSI 
SUMATERA UTARA (2/31/2019) 
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PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PENCABUTAN 4 (EMPAT) PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
 

I. UMUM 
 

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan beberapa peraturan pelaksanaannya, maka 
beberapa urusan pemerintahan yang dahulunya diatur melalui Peraturan 
Daerah dialihkan menjadi Peraturan Bupati. Pengalihan beberapa urusan 

pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa ini berdampak pada harus dicabutnya beberapa Peraturan Daerah 

yang mengatur urusan pemerintahan yang telah dialihkan tersebut.  
Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap beberapa Peraturan 

Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang dinyatakan bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan 
pencabutan.  

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dipandang perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan 
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 
 Cukup Jelas 

Pasal 2  
 Cukup Jelas 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 138

jdih.pakpakbharatkab.go.id




